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ABSTRAK 
 
MUHAMMAD HIDAYAT (B11110408) dengan judul skripsi “TINJAUAN 
SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEGIATAN PROSTITUSI DI KOTA 
MAKASSAR”, di bawah bimbingan A. Pangerang Moenta selaku 
pembimbing I dan Hamzah Halim selaku pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi 
keberadaan kegiatan prostitusi serta model penanganan kegiatan prositusi 
di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dan yang 
menjadi objek penelitian adalah pihak Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar, Dinas Sosial Kota Makassar, dan Satpol Pamong Praja Kota 
Makassar, serta para pelaku prostitusi di Kota Makasssar. 
 
Sumber data yang digali dalam penelitian ini antara lain melalui 
kepustakaan berupa buku-buku dan sumber lainya yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah kepustakaan yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil 
penelitian, wawancara dengan aparat pemerintah Kota Makassar dan 
pihak kepolisian untuk mendapatkan informasi yang seakurat mungkin. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi 
keberadaan prosititusi di Kota Makassar adalah faktor penegak hukum 
yang tidak maksimal dan budaya hukum masyarakat yang masih 
memandang sebelah mata terhadap perempuan. Adapun  model 
penanganan kegiatan prostitusi di Kota Makassar adalah dengan 
melakukan kerjasama dengan membentuk tim terpadu antara Dinas 
Sosial Kota Makassar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, dan 
Polrestabes Makassar untuk mengurangi dan menekan terjadinya 
kegiatan prostitusi tersebut. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Perkembangan zaman dewasa ini, telah merubah standarisasi 
kehidupan manusia. Kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan 
urbanisasi menyebabkan kesulitan beradaptasi dan menyebabkan 
kebingungan, kecemasan, dan konflik-konflik, yang terbuka dan eksternal 
sifatnya, maupun yang tersembunyi dan internal dalam batin sendiri, 
sehingga banyak orang mengembangkan pola tingkah laku menyimpang 
dari norma-norma umum atau berbuat semau sendiri demi kepentingan 
pribadi. 
Masyarakat merupakan kelompok individu yang saling berinteraksi,  
pola interaksi yang dilakukan masing-masing individu ini membuat  
munculnya hubungan sosial. Di dalam hubungan sosial ini, masing-
masing individu saling bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-
norma yang ada pada masyarakat tersebut, akan tetapi fenomena pada 
saat ini menunjukkan tidak keseluruhan dari perilaku individu sesuai  
dengan ketentuan  dari norma-norma yang telah ditetapkan.  
Adat istiadat dan kebudayaan mempunyai nilai pengontrol dan nilai 
sanksional terhadap tingkah laku anggota masyarakat. Sehingga tingkah 
laku yang dianggap tidak cocok melanggar norma dan adat-istiadat atau 
tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum dianggap sebagai masalah 
sosial. 
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Salah satu bentuk penyimpangan norma (penyakit masyarakat) yang 
dianggap sebagai masalah sosial adalah prostitusi, yang mempunyai 
sejarah yang panjang (sejak adanya kehidupan manusia telah diatur oleh 
norma-norma perkawinan) dan tidak ada habis-habisnya yang terdapat di 
semua negara di dunia. Perilaku yang tidak  sesuai  dengan  norma  yang  
telah  ditetapkan  ini  dianggap menjadi suatu masalah sosial dalam 
masyarakat. Bahkan perilaku yang merupakan  bagian  dari  masalah  
sosial  kini  telah  menjadi  penyakit  sosial  dalam masyarakat  tersebut.  
Salah  satunya  adalah  penyakit  sosial  mengenai  pelacuran atau 
disebut juga prostitusi. 
Prostitusi adalah sebuah nama yang diberikan untuk suatu 
perbuatan yang di dalamnya terlibat beberapa orang dalam suatu kegiatan 
seksual tanpa memiliki status  hubungan  pernikahan. Peristiwa  ini  sudah  
dikenal  sejak  ratusan  tahun sebelum masehi, dan senantiasa menjadi 
urusan sosial atau menjadi urusan hukum dan  tradisi.  Sebenarnya 
masalah prostitusi ini merupakan suatu masalah yang rawan dan sangat 
kompleks. Oleh sebab itu kegiatan ini memerlukan perhatian dan 
penanganan serius dan menyeluruh dari berbagai aspek seperti moral, 
sosial, budaya, hukum, atau norma adat dan lainnya. Sekalipun demikian, 
prostitusi ini sangat sulit ditiadakan di negara manapun. Hal ini kembali 
lagi kepada pemahaman agama yang kurang dari masyarakat.1 
                                                             
1
 Ronny Soemitro, 1985, Study Hukum Dalam Masyarakat, Bandung: Alumni, hlm. 
36. 
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Pada umumnya masyarakat senantiasa berusaha menanggulangi  
masalah-masalah maupun penyakit sosial seperti prostitusi, baik dengan 
usaha-usaha represif yang mengarah kerehabilitasi sosial para  pelacur, 
maupun usaha preventif dalam menghambat berkembangnya jumlah 
pelacur untuk dapat ditekan sekecil mungkin, dalam hal ini partisipasi dari 
masyarakat sangat diperlukan mengingat prostitusi yang merupakan 
masalah sosial tentunya dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan 
sosial budaya suatu masyarakat. 
Sekalipun praktik prostitusi ini merupakan perbuatan yang merusak 
moral dan mental dan dan juga dapat menghancurkan pula keutuhan 
keluarga, namun dalam hukum positif sendiri tidak melarang praktik 
prostitusi, tetapi hanya melarang bagi siapa yang menyediakan tempat 
atau memudahkan terjadinya praktek prositusi bila dilihat dari segi yuridis 
mengenai dasar hukum prostitusi yang dituangkan di dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dalam Pasal 296 dan Pasal 
506. 
Namun, di dalam pasal tersebut sekalipun germo atau mucikari dan 
pedagang wanita telah tegas diancam dengan ancaman pidana, pada 
kenyataannya germo dan pedagang wanita ini masih terus melakukan 
kegiatan prostitusi. Berarti dalam hal ini hukum menghadapi suatu 
masalah sosial yang sulit dipecahkan karena tidak mampu secara 
langsung menindak kegiatan prostitusi. 
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Kegiatan prostitusi sebagai gejala sosial yang dapat menimbulkan 
berbagai akibat yang membahayakan bagi membahayakan kepribadian 
seseorang, memperburuk kehidupan keluarga dan pernikahan, 
menyebarkan penyakit, dan mengakibatkan disorganisasi sosial.2 Gejala 
sosial yang dapat timbul dari kegiatan ini antara lain timbulnya penyakit 
kelamin semisal HIV/AIDS dan berbagai tindakan kriminalitas lainnya 
seperti human trafficking dan perzinaan. 
Negara Indonesia dalam hal ini sebagai negara hukum, bahkan 
sudah membuat undang-undang khusus tentang pornografi dan pornoaksi 
yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Namun 
pemerintah seolah bermuka dua soal pornografi ini. Di satu sisi, 
pemerintah sudah melegalkan undang-undang tersebut, namun di sisi 
lain, penegakkan hukum masalah pornografi masih belum bisa dijangkau. 
Fenomena praktek prostitusi di kota besar di Indonesia semakin 
merajalela. Biasanya di kota besar itu pelaku bisnis prostitusi melakukan 
praktek bisnisnya secara sembunyi-sembunyi, hal tersebut guna 
menghindari akses yang mungkin timbul dari adanya penolakan dari 
masyarakat maupun adanya penertiban dan tindakan hukum dari aparat. 
Di Makassar, praktek prostitusi bukan rahasia lagi. Bahkan pihak 
Dinas Sosial Kota Makassar menyebutkan dari pendataan yang mereka 
lakukan, setidaknya ada tujuh tempat prostitusi yang cukup dikenal di kota 
Makassar. Pertama, tentu saja kawasan Jalan Nusantara. Di kawasan ini, 
                                                             
2
 Koentjoro, 2004, Tutur Dari Sarang Pelacur, Yogyakarta: Qalam. hlm. 41. 
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menurut kepala Dinas Sosial Kota Makassar, A. M. Yasir,3 ada 200-an 
pelacur yang beroperasi. Selain di Kawasan Nusantara yang memang 
sangat dikenal oleh pria hidung belang dengan kantong pas-pasan, beliau 
menambahkan ada enam tempat lain, yaitu Jalan Veteran, Jalan Gunung 
Latimojong, Jalan Kancil, Jalan Cendrawasih IV, Jalan Rajawali serta 
Jalan Adipura. Dari pantauan dan pengetahuan penulis, belum dilihat 
adanya langkah-langkah konkret dan serius dari pihak-pihak yang terkait 
khususnya aparat penegak hukum untuk melakukan semacam bentuk 
penanggulangan ataupun tindakan hukum guna menekan praktek 
prostitusi tersebut. 
Sementara itu menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Makasar, 
Naisyah Tun Asikin,4 dalam kurun lima tahun terakhir peningkatan jumlah 
pengidap HIV/AIDS angkanya terus menanjak. Hanya saja menurut dia, 
pertambahan jumlah pengidap HIV/AIDS tersebut, bukanlah gambaran 
kegagalan program dinas kesehatan. Ironisnya di Kota Makassar tidak 
ada lokalisasi pelacuran. Namun meskipun tidak ada lokalisasi, fenomena 
itu banyak terdapat di sepanjang Jalan Nusantara di sisi pelabuhan 
Makassar. Di Jalan Nusantara itulah kasus-kasus awal HIV/AIDS di 
Makassar terdeteksi. Selain risiko pada PSK langsung, yaitu PSK yang 
ada di tempat hiburan, penyebaran HIV/AIDS di Kota Makassar justru 
didorong oleh PSK tidak langsung. Mereka ini antara lain perempuan-
                                                             
3
 Hasil wawancara pada tanggal 14 Juli 2014, pukul 10.30 WITA, di kantor Dinas 
Sosial Kota Makassar. 
4
http://www.aidsindonesia.com/2012/08/aids-di-kota-makassar-sulsel.html. Diakses 
pada tanggal 10 November 2014, pada pukul 08.30 WITA. 
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perempuan yang mangkal di diskotek, pub, kafe, dan penyalahgunaan 
narkoba (narkotik dan bahan-bahan berbahaya). 
Berpijak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji, 
meneliti, dan selanjutnya menuangkannya dalam suatu karya ilmiah dalam 
bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap 
Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar.” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penulis 
memfokuskan penelitian pada rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Apakah faktor yang mempengaruhi keberadaan prostitusi di Kota 
Makassar? 
2. Bagaimana bentuk penanganan kegiatan prostitusi di Kota 
Makassar? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keberadaan 
prostitusi di Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui bentuk penanganan prostitusi di Kota 
Makassar. 
 
 
 
D. Manfaat Penelitian 
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1. Sebagai tulisan yang dapat memberi manfaat bagi pembaca 
berupa karya ilmiah hukum pada Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
2. Sebagai bahan referensi bagi penulis lain yang ingin membahas 
masalah yang sama mengenai kegiatan prostitusi. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Prostitusi, Latar Belakang, dan Penanggulangannya 
Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual 
sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan 
berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: 
pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.5 
Beberapa definisi prostitusi menurut para ahli: 
Purnomo dan Siregar: “Prostitusi, pelacuran atau persundalan 
adalah peristiwa penyerahan tubuh oleh wanita kepada banyak lelaki 
dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu 
seks si pembayar, yang dilakukan di luar pernikahan.6 
W.A. Bonger: “Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita 
menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata 
pencarian”.7 
P.J de Bruine Van Amstel: “Prostitusi adalah penyerahan diri dari 
wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran”.8 
Kartini Kartono: “Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, 
dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar 
dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa 
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kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan 
komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.”9 
Kemudian secara rinci Kartini Kartono,10 menjelaskan motif-motif 
yang melatarbelakangi pelacuran pada wanita adalah sebagai berikut: 
a) Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita 
untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan 
kesenangan melalui jalan pendek. Kurang pengertian, kurang 
pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran. 
b) Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam 
kepribadian, dan keroyalan seks. Hysterisdan hyperseks, 
sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan 
satu pria/suami. 
c) Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, dan pertimbangan-
pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan 
hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial 
yang lebih baik. 
d) Aspirasi materiil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan 
ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan 
mewah. Ingin hidup bermewah-mewah, namun malas bekerja. 
e) Bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo, terutama yang 
menjajikan pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi. 
f) Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk : film-film biru, 
gambar-gambar porno, bacaan cabul, geng-geng anak muda 
yang mempraktikkan seks dan lain-lain. 
g) Gadis-gadis pelayan toko dan pembantu rumah tangga tunduk 
dan patuh melayani kebutuhan-kebutuhan seks dari majikannya 
untuk tetap mempertahankan pekerjaannya. 
h) Penundaan perkawinan, jauh sesudah kematangan biologis, 
disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan 
standar hidup yang tinggi. Lebih suka melacurkan diri daripada 
kawin. 
i) Disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, broken 
home, ayah dan ibu lari, kawin lagi atau hidup bersama dengan 
partner lain. Sehingga anak gadis merasa sangat sengsara 
batinnya, tidak bahagia, memberontak, lalu menghibur diri terjun 
dalam dunia pelacuran. 
j) Mobilitas dari jabatan atau pekerjaan kaum laki-laki dan tidak 
sempat membawa keluarganya. 
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k) Oleh pengalaman-pengalaman traumatis (luka jiwa) dan shock 
mental misalnya gagal dalam bercinta atau perkawinan dimadu, 
ditipu, sehingga muncul kematangan seks yang terlalu dini dan 
abnormalitas seks. 
l) Ajakan teman-teman sekampung atau sekota yang sudah terjun 
terlebih dahulu dalam dunia pelacuran. 
m) Ada kebutuhan seks yang normal, akan tetapi tidak dipuaskan 
oleh pihak suami. 
Kartini Kartono menjelaskan secara garis besar usaha untuk 
mengatasi masalah tunasusila ini dapat dibagi mejadi dua, yaitu: 
1. Usaha yang bersifat preventif (pencegahan), antara lain dengan: 
a. Penyempurnaan perundang-undang mengenai larangan atau 
pengaturan penyelenggaraan prostitusi; 
b. Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan 
kerohanian, untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai 
religious dan norma kesusilaan; 
c. Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan 
rekreasi bagi anak-anank puber dan adolesens untuk 
menyalurkan kelebihan energinya; 
d. Memperluas lapangan kerja bagi wanita, disasuaikan dengan 
kodratdan bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yang 
cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya; 
e. Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai 
perkawinan dalam kehidupan keluarga; 
f. Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha 
penanggulangan prostitusi yang dilakukan oleh beberapa 
instansi sekaligus mengikutsertakan potensi masyarakat 
lokal untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan 
atau penyebaran pelacur; 
g. Penyitaan terhadap buku-buku dan majalah-majalah cabul, 
gambargambarporno, film-film biru dan sarana-sarana lain 
yang merangsang nafsu seks; 
h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya. 
2. Tindakan yang bersifat represif dan kuratif, usaha yang 
dimaksudkan sebagai kegiatan menekan (menghapus, 
menindas) dan usaha menyembuhkan para wanita dari 
ketunasusilaannya untuk membawa mereka ke jalan yang benar. 
Usaha ini meliputi: 
a. Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi 
orang melakukan pengawasan/kontrol yang ketat demi 
menjamin kesehatan dan keamanan para prostitusi serta 
lingkungannya; 
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b. Untuk mengurangi prostitusi, diusahakan melalui aktivitas 
rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka dapat 
dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila; 
c. Penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para 
wanita tunasusila terkena razia; disertai pembinaan yang 
sesuai dengan bakat dan minat masing-masing; 
d. Pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu 
tertentu untuk menjamin kesehatan para prostitusi dan 
lingkungannya; 
e. Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang 
bersedia meninggalkan profesi prostitusi dan mau memulai 
hidup susila; 
f. Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga pihak 
pelacur dan masyarakat asal mereka agar mereka mau 
menerima kembali exs wanita tunasusila itu mengawali hidup 
baru; 
g. Mencarikan pasangan hidup yang permanen/suami bagi 
wanita tunasusila untuk membawa mereka kejalan yang 
benar. 
 
B. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum 
Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara 
teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap 
hukum dan sebaliknya.11 
Sosiologi hukum tidak lepas dari fakta atau realitas karena sosiologi 
hukum berparadigma fakta sosial. Sosiologi  hukum  merupakan cabang 
khusus dari sosiologi yang berperhatian untuk mempelajari hukum tidak 
sebagai konsep-konsep normatif melainkan sebagai fakta sosial. 
Berparadigma fakta sosial berarti tidak mengkaji nilai, norma atau ide 
apapun tentang hukum. Kajian terhadap hukum dapat dibedakan ke 
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dalam beberapa pandangan. Di antara pandangan-pandangan itu, 
diuraikan berikut:12 
1. Kajian Normatif 
Kajian normatif memandang hukum dalam wujudnya sebagai 
kaidah, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh 
dilakukan. Dengan kata lain, kajian normatif mengkaji law in books. 
Kajian normatif dunianya adalah das sollen (apa yang seharusnya). 
2. Kajian Filosofis 
Kajian filosofis merupakan kajian yang memandang hukum 
sebagai seperangkat nilai ideal, yang seyogyanya senantiasa 
menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan, dan 
pelaksanaan kaidah hukum. Dengan perkataan lain, kajian filsafat 
hukum itu mengkaji law in ideas. 
3. Kajian Empiris 
Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai 
kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-
lain. Dengan kata lain kajian empiris mengkaji law in action. 
Pendekatan dalam fenomena hukum terdiri dari tiga macam 
pendekatan yang dapat kita gunakan terhadap fenomena hukum di dalam 
masyarakat, pendekatan yang dimaksud dalam hal ini apa yang  
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dikemukakan oleh Gerald Turkel yaitu: pendekatan moral,pendekatan ilmu 
hukum dan pendekatan sosiologis.13 
Dari ketiga pendekatan tersebut, pendekatan moral terhadap hukum  
maupun pendekatan hukum terhadap ilmu hukum, keduanya berkaitan  
dengan bagaimana norma-norma hukum membuat tindakan-tindakan  
menjadi bermakna dan tertib. Meskipun kedua pendekatan ini memiliki  
perbedaan  yang mana dalam hal ini pendekatan moral mencakupi hukum 
dalam suatu arti yang berkerangka luas dengan kepercayaan-
kepercayaan serta asas  yang  mendasarinya  yang  dijadikan  benar-
benar sebagai sumber hukum. Sedangkan pendekatan melalui ilmu  
hukum mencoba untuk menentukan konsep-konsep hukum dan 
hubungannya yang independen dengan asas-asas dan nilai-nilai 
nonhukum, tetapi keduanya sama-sama difokuskan pada kandungan dan 
makna hukum itu sendiri.14 
Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga elemen penting yang dapat 
menentukan berfungsinya suatu hukum yaitu struktur, substansi, dan 
budaya hukum. Struktur hukum yang baik akan berjalan dengan baik 
apabila didukung dengan substansi hukum yang baik, begitu pula 
sebaliknya. Kedua elemen tersebut akan berjalan baik apabila diikuti 
budaya hukum yang baik dari masyarakat. Jika budaya hukum dari 
masyarakat tidak dapat mendukung kedua elemen tersebut maka tidak 
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ada artinya. Menurut Lawrence, tiga elemen penting yang menentukan 
berfungsi atau tidaknya hukum antara lain:15 
1) Struktur hukum meliputi tatanan daripada elemen lembaga 
hukum (kerangka organisasi & tingkatan dr lembaga kepolisian, 
kejaksaan, kehakiman, pemasyarakatan, kepengacaraan). 
2) Budaya hukum meliputi nilai-nilai, norma-norma & lembaga-
lembaga yg menjadi dasar daripada sikap perilaku hamba 
hukum. 
3) Substansi hukum meliputi peraturan-peraturan atau regulasi 
yang di buat oleh lembaga yang berwenang. 
 
C. Teori Efektivitas Hukum dan Ketaatan Hukum 
Berbicara mengenai efektivitas hukum, Soerjono Soekanto 
berpendapat bahwa tentang pengaruh hukum, “Salah satu fungsi hukum 
baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur 
adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak 
hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi 
mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik 
yang bersifat positif maupun negatif. 
Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka 
kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu 
ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang 
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menjadi sasaran ketaatanya, kita dapat mengatakan bahwa aturan hukum 
yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun  dapat 
dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita masih dapat 
mempertanyakanya lebih jauh derajat efektivitasnya. Seseorang menaati 
atau tidak menaati suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya. 
Mengenai ketaatan hukum, sedikit banyaknya tergantung pada 
apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang 
tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut. 
Disamping itu, ketaatan sangat banyak tergantung pada daya upaya 
persuasif untuk melembagakan ketentuan-ketentuan hukum tertentu 
dalam masyarakat. Usaha-usaha untuk memperbesar derajat ketaatan 
biasanya dilakukan dengan jalan membiarkan para warga masyarakat 
untuk mengerti ketentuan-ketentuan hukum yang dihadapi. Hal ini akan 
memberikan kesempatan untuk dapat meresapkan pendirian bahwa 
teladan-teladan yang paling buruk adalah perbuatan melanggar 
ketentuan-ketentuan hukum.16 
Banyak hal yang memungkinkan seseorang bisa taat terhadap 
hukum, jenis-jenis ketaatan hukum yang dikemukakan oleh H.C. Kelman 
adalah sebagai berikut:
17
 
1. Ketaatan bersifat compliance, yaitu : 
“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an 
attempt to avoid possible punishment not by any conviction in the 
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desirability of the enforced nile. Power of the influencing agent is 
based on „means-control‟ as a consequence, the influenced person 
conforms only under surveillance”. 
 
Orang menaati hukum karena takut kena hukuman. Ketaatan 
sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan 
penghargaan dan suatu usaha untuk menghindari kemungkinan hukuman, 
bukan karena keinginan yang kuat untuk menaati hukum dari dalam diri. 
Kekuatan yang mempengaruhi didasarkan pada “alat-alat kendali” dan 
sebagai konsekuensinya, orang yang dipengaruhi menyesuaikan diri 
hanya di bawah pengawasan. 
2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu: 
“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and 
appeal but because of a persons desire to maintain membership in a 
group or relationship with the agent. The source of power is the 
attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group 
or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the 
salience the these relationships” 
 
Ketaatan yang bersifat identification, artinya ketaatan kepada suatu 
aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak. 
Identifikasi yaitu suatu penerimaan terhadap aturan bukan karena nilai 
hakikatnya dan pendekatan hanyalah sebab keinginan seseorang untuk 
memelihara keanggotaan di dalam suatu hubungan atau kelompok 
dengan ketaatan itu. Sumber kuasa menjadi daya pikat dari hubungan 
orang-orang yang menikmati kebersamaan kelompok itu dan 
penyesuaiannya dengan aturan akan bergantung atas hubungan utama 
ini. 
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3. Ketaatan yang bersifat  internalization, yaitu: 
“The acceptance by an individual of rule or behavior because he 
finds its content intrinsically rewarding . . . the content is congruent 
with a persons value either because his values changed and adapted 
to the inevitable”. 
 
Ketaatan yang bersifat internalization, artinya ketaatan pada suatu 
aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan 
nilai intrinsik yang dianutnya. Internalisasi yaitu penerimaan oleh aturan 
perorangan atau perilaku sebab ia temukan isinya yang pada hakekatnya 
memberi penghargaan. Isi adalah sama dan sebangun dengan nilai-nilai 
seseorang yang manapun, sebab nilai-nilainya mengubah dan 
menyesuaikan diri dengan yang tak bisa diacuhkan. Ada kesadaran dari 
dalam diri yang membuatnya menaati hukum dengan baik. 
Jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan 
umum hanya karena kepentingan yang bersifat compliance atau hanya 
takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah, karena 
membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda kalau 
ketaatanya yang besifat internalization, yang ketaatannya karena aturan 
hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, 
maka derajat ketaatanya yang tertinggi.18 
Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Mumnres yang 
berpendapat bahwa seyogianya yang kita kaji, bukan ketaatan terhadap 
hukum pada umumnya, melainkan kataatan terhadap aturan hukum 
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tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian kita tetap 
dapat dilakukan terhadap keduanya:19 
a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-
faktor apa yang mempengaruhinya; 
b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan 
faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. 
 Selanjutnya jika mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi 
ketaatan terhadap hukum secara umum, menurut C. G. Howard dan R. S. 
Mummers antara lain:20 
a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan 
hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum 
secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang 
dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-
undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari 
target pemberlakuan undang-undang tersebut. 
b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga 
mudah dipahami oleh target diberlakukanya aturan hukum. Jadi, 
perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan 
baik, jika aturanya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu 
dipahami secara pasti. 
c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. 
Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa 
semua penduduk yang ada di wilayah suatu negara, dengan 
mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku diwilayahnya. 
Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum, 
mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan 
substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan 
secara optimal. 
d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang undangan, maka 
seyogyanya aturanya bersifat melarang lebih mudah 
dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan. 
e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan 
dengan sifat aturan hukum hukum yang dilanggar tersebut. 
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Suatu sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan 
tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain. 
f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, 
harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. 
Sebagai contoh, sanksi denda yang diancamkan oleh Undang-
Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan yang berlaku di Indonesia saat ini, terlalu berat jika 
dibandingkan dengan penghasilan orang Indonesia. 
g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi 
pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut adalah memang 
memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancam 
sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, 
oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap  
tahap (Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan 
penghukuman). Membuat suatu aturan hukum yang 
mengancamkan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang bersifat 
ghaib dan mistik adalah mustahil untuk efektif, karena mustahil 
untuk ditegakan melalui proses hukum. Mengancamkan sanksi 
perbuatan yang sering dikenal dengan sihir atau tenung adalah 
mustahil untuk efektif dan dibuktikan. 
h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud 
larangan,relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum 
yang bertentangan dengan moral yang dianut oleh orang-orang 
yang menjadi target diberlakukanya aturan tersebut. Aturan 
hukum yang efektif adalah aturan hukum yang melarang dan 
mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang 
diancam sanksi oleh norma lain, seperti norma moral,norma 
agama,norma adat istiadat atau kebiasaan ,dan lainya. Aturan 
hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain,akan lebih 
tidak efektif. 
i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum,  
juga tergantung pada optimal dan profesionalnya para  penegak 
hukum untuk menegakan berlakunya aturan hukum tersebut, 
mulai dari tahap pembuatanya, sosialisasinya, proses 
penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan 
hukum (Penggunaan penalaran hukum, interpretasi, dan 
konstruksi) dan penerapanya terhadap suatu kasus konkret. 
j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga 
mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio ekonomi yang 
minimal didalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum 
sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin 
efekfifitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat 
dalam keadaan keos atau situasi perang dahsyat. 
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Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu 
perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaaan 
peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam 
penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam 
penegakan perundang-undangan tersebut. Yang jelas bahwa seseorang 
menaati ketentuan-ketentuan perundangan adalah karena terpenuhinya 
suatu kepentingannya (interest) oleh perundang-undangan tersebut.21 
Jika yang akan kita kaji adalah efektivitas perundang-undangan, 
maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-
undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:22 
a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan. 
b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. 
c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan 
di dalam masyarakatnya. 
d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang 
tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan 
instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai 
sweep legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas 
buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
 
 
D. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 
Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak 
pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di 
dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak 
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, 
memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 
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Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-
faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut 
mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifya 
terletak pada isi dari faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:23 
1. Faktor Hukum 
Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai 
kelebihan dari norma-norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan 
pada kekuasaan yang tertinggi di suatu negara dan karenanya pula 
memiliki kekuasaan yang kuat. 
Undang-undang di sini identik dengan hukum tertulis (ius 
scripta) sebagai lawan dari hukum yang tidak tertulis (ius non 
scripta). Pengertian hukum tertulis sama sekali tidak dilihat dari 
wujudnya yang ditulis dengan  sesuatu alat tulis. Dengan perkataan 
lain, istilah tertulis tidak dapat diartikan secara harfiah. Istilah tertulis 
disini maksudnya dirumuskan secara tertulis oleh pembentuk hukum 
khusus. Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, 
bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari 
undang-undang disebabkan karena:24 
1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang. 
2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan 
untuk menerapkan undang-undang. 
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3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang 
mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta 
penerapannya. 
2. Faktor Penegak Hukum 
Ruang lingkup dari arti istilah penegakan hukum adalah luas 
sekali oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan 
secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. 
Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Oleh 
karena itu, seorang penegak hukum yang mempunyai kedudukan 
tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk melakukan 
sesuatu berdasarkan jabatannya. 
Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-
warga masyarakat lainnya, biasanya mempunyai beberapa 
kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah 
mustahil bahwa antara  berbagai kedudukan dan peranan timbul 
konflik. Kalau di dalam kenyataanya terjadi suatu kesenjangan 
antara peranan yang seharusnya dilakukan dengan peranan yang 
sebenarnya dilakukan. 
Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam 
masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan 
tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat 
berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, 
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disamping membawakan atau menjalankan peranan yang dapat 
diterima oleh masyarakat. 
Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan 
yang seharusnya dari golongan penegak hukum, mungkin berasal 
dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang 
memerlukan penanggulangan tersebut, antara lain25: 
1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam 
peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi; 
2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi; 
3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, 
sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi; 
4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu 
kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil; 
5) Kurangnya daya inofatif yang sebenarnya merupakan pasangan 
konservatisme. 
Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara 
mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap 
sebagai berikut: 
a) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun 
penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin 
menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau 
berasal dari luar sebelum dicoba manfaatnya; 
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b) Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah 
menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu; 
c) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya 
dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan 
tersebut berkaitan dengan dirinya; 
d) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin 
mengenai pendirianya; 
e) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya 
merupakan suatu urutan; 
f) Menyadari potensi-potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya 
bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan; 
g) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada 
nasib buruk.26 
3. Faktor Sarana atau Fasilitas 
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak 
mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. 
Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia 
atau yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, 
peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.
27
 
Penegak hukum sebagai pilar dalam menegakan hukum yang 
adil dengan tidak mengurangi kepastian hukum, maka dibutuhkan 
fasilitas yang memadai agar dalam proses tersebut tidak lagi 
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dijadikan suatu alasan dalam menghambat kasus-kasus yang 
ditanganinya sebelum atau pada saat berperkara, sarana atau 
fasilitas tersebut hendaknya digunakan secara efektif dan efisien 
terutama bagi penegak hukum yang mempunyai tugas yang begitu 
luas. 
Sarana ekonomis ataupun biaya-biaya daripada pelaksanaan 
sanksi-sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang pada cara 
yang lebih efektif dan efisien, sehingga biaya dapat ditekan di dalam 
program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang. 
Kepastian (Certainly) di dalam penanganan perkara maupun 
kecepatanya, mempunyai dampak yang lebih nyata, apabila 
dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif. Kalau tingkat 
kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka 
sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek menakuti yang tinggi 
pula, sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan dan 
pelanggaran. 
Dengan demikian, sarana atau fasilitas pendukung merupakan 
suatu hal yang mutlak harus ada demi lancarnya penegakan hukum 
di Indonesia.Tanpa adanya sarana atau fasilitas pendukung, maka 
penegak hukum akan kesulitan dalam menegakkan hukum. 
4. Faktor Masyarakat 
Semua masyarakat mempunyai dialek-dialek budaya, tidak ada 
masyarakat yang sepenuhnya sama. Di dalam batas-batasnya, 
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negara-negara biasanya mempunyai banyak kelompok etnis dan 
kelompok kultural. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan 
bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, oleh 
karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat 
mempengaruhi penegakan hukum. Untuk lebih jelasnya akan 
dikemukakan suatu contoh yang diambil dari unsur kalangan 
penegak hukum, yakni polisi yang mempunyai peranan penting 
dalam membawa kedamaian bagi masyarakat luas. 
Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan agar 
polisi dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa 
memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan 
pendidikan kepolisian atau merupakan polisi yang sudah 
berpengalaman. Pengharapan tersebut ditujukan kepada polisi yang 
mempunyai pangkat terendah sampai dengan pangkat yang 
tertinggi. Orang-orang yang berhadapan dengan polisi, tidak sempat 
memikirkan taraf pendidikan yang pernah dialami oleh polisi dengan 
pangkatnya yang rendah.28 
Di dalam kehidupan sehari-hari, maka begitu menyelesaikan 
pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun 
kedalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi berbagai 
masalah, yang mungkin pernah dipelajarinya di sekolah. Warga 
masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat 
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menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga 
masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya. 
Pada umumnya, polisi dalam menjalankan tugasnya selalu 
dihadapkan berbagai macam manusia dengan latar belakang dan 
pengalaman masing-masing. Biasanya, ada masyarakat yang 
dengan sendirinya taat pada hukum, ada pula yang pura-pura 
menaati ketika ada polisi, dan bahkan ada yang secara terang-
terangan melewatinya. 
Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga 
masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan. Ada 
kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut menghasilkan 
sikap yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau 
ketaatan terhadap hukum dilakukan karena adanya sanksi-sanksi 
negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar.29 
Adapun cara yang biasa diterapkan oleh polisi untuk membuat 
warga masyarakat taat pada hukum bisanya dilakukan dengan cara 
yang lunak (persuasion) yang bertujuan agar warga masyarakat 
mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian 
dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat. Kadang-
kadang dilakukan suatu penyuluhan berulang-ulang agar seluruh 
masyarakat dapat memahami tentang hukum pada saat penyuluhan 
dan diharapkan kedepan masyarakat mengetahui peraturan tersebut. 
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Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial 
atau lapisan masyarakat yang ada dilingkungan tersebut, beserta 
tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Hal lain yang perlu 
diketahui dan dipahami adalah lembaga-lembaga sosial yang hidup, 
serta yang sangat dihargai oleh bagian terbesar warga masyarakat 
setempat. Secara teoritis, lembaga-lembaga sosial tersebut 
mempunyai hubungan fungsional sehingga mempunyai pengaruh 
yang sangat besar terhadap stabilitas maupun perubahan-perubahan 
sosial budaya yang akan atau sering terjadi. 
5. Faktor Kebudayaan 
Budaya hukum merupakan sikap-sikap, nilai-nilai, harapan-
harapan, pendapat-pendapat yang dianut di masyarakat tentang 
hukum, sistem hukum, dan beragam bagiannya. Dengan definisi 
tersebut, budaya hukum itulah yang menentukan kapan, mengapa, 
dan dimana orang-orang menggunakan hukum, lembaga-lembaga 
hukum, atau proses hukum, dan kapan mereka menggunakan 
lembaga-lembaga lainnya atau tidak melakukan apapun.30 
 
E. Teori Kesadaran Hukum 
Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani 
dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang 
terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan 
yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai 
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individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat 
dalam hukum.31 
Masalah kesadaran hukum memang merupakan salah satu objek 
kajian yang penting bagi keefektivan suatu undang-undang. Sering 
disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum 
masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari 
masyarakat. Di samping itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai 
dengan perasaan hukum manusia. 
Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga 
masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga 
masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap 
hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhannya terhadap hukum juga 
tidak tinggi. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah, 
apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam 
masyarakat32. 
Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, ada empat indikator yang 
membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan yaitu:33 
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1) Pengetahuan Hukum 
Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan 
dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni 
tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. 
2) Pemahaman Hukum 
Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki 
oleh seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni 
mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. 
3) Sikap Hukum (Legal Attitude) 
Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau 
menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa 
hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan 
manusia. Dalam hal ini, sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan 
hukum. 
4) Pola Perilaku Manusia 
Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu 
aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, 
sejauhmana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat 
mematuhinya. 
Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum 
demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga 
masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum.  
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Achmad Ali berpendapat, kesadaran hukum ada dua macam yaitu:34  
a. Kesadaran hukum positif, identik dengan „ketaatan hukum‟ 
b. Kesadaran hukum negatif, identik dengan „ketidaktaatan hukum‟ 
Pendapat di atas tidak bertentangan dengan rumusan Ewick dan 
Sibey tentang legal consciousness (kesadaran hukum) yang mengatakan 
bahwa: 
 “The term‟legal consciousness‟ is used by social scientists to refer to 
the ways in which people make sense of law and legal institutions, that is, 
the understandings which give meaning to people‟s experiences and 
actions”.35 
 
Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan 
dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara 
empiris.Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum 
sebagai perilaku”. Dan bukan “hukum sebagai aturan, norma, atau 
asas”.36 
Di Indonesia masalah kesadaran hukum mendapat tempat yang 
sangat penting di dalam politik hukum nasional. hal ini dapat diketahui 
sebagaimana tercermin dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang 
Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa 37: 
1. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan 
menampung kebutuhan kebutuhan hukum sesuai dengan 
kesadaran hukum rakyat yang berkembang kearah modernisasi 
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menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang 
sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai 
prasarana yang harus ditunjukkan kearah peningkatan 
pembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana 
penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang 
menyeluruh, dilakukan dengan : 
a) Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum 
nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, 
kodifikasi serta unifikasi hukum dibidang-bidang tertentu 
dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam 
masyarakat. 
b) Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut 
proporsinya masing-masing. 
c) Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak-
penegak hukum. 
2. Memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina 
sikap para penguasa dan para pejabat pemerintahan kearah 
penegakan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat 
dan martabat manusia, dan ketertiban serta kepastian hukum 
sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 
 
F. Teori Sibernetik 
Salah satu prinsip yang dianut oleh kajian sosiologi hukum adalah 
pandangannya bahwa hukum itu tidak otonom. Seperti yang sering 
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dikemukakan oleh pakar sosiologi hukum, Satjipto Rahardjo, hukum itu 
tidak jatuh begitu saja dari langit, melainkan tumbuh dan berkembang 
bersama pertumbuhan masyarakatnya. Hukum itu harus senantiasa 
dikaitkan dengan masyarakat di mana hukum itu bekerja.38 
Hukum dan segala perangkat serta segala perwujudannya tumbuh 
dan berkembang bersama berbagai faktor nonhukum yang berada di 
lingkungannya, seperti faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial, faktor 
kultur, faktor agama, dan sebagainya.39 
Ketidakotonoman hukum juga secara tidak langsung tergambar baik 
dalam teori sibernetik dari Talcott Parsons (Rosemary Hunter et.al, 1995: 
79-84) maupun pengembangan lebih lanjut dalam konsep inputs-outputs 
dari Harry C. Bredemeier (Vilhelm Aubert 1969: 52) yang memandang 
hukum (dalam hal ini disimbolkan oleh pengadilan) memperoleh masukan 
sekaligus menghasilkan keluaran bagi sub-sistem lain yang terdapat di 
dalam masyarakatnya.40 
Secara ringkas teori fungsional-stuktural Talcott Parsons dapat 
digambarkan dalam skema berikut ini:41 
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Tabel: Ringkasan Teori Parsons 
 
Sumber: Rosemary Hunter, Richard Ingleby & Richard Johnstone (1995: 83). 
 
Ketidakotonoman hukum tampak dalam teori Talcott Parsons yang 
memandang sistem hukum (legal system) hanya satu di antara subsistem 
yang terdapat dalam setiap masyarakat. Selain sistem hukum, masih 
terdapat subsistem lain yaitu keluarga, sistem pendidikan, pranata-
pranata, dan organisasi-organisasi sosial serta ekonomi dan kondisi 
lingkungan.42 
Antara subsistem tersebut, terdapat hubungan saling pengaruh 
mempengaruhi. Hal itu berarti, sistem hukum memberi dan menerima 
pengaruh pada dan dari berbagai subsistem lain. Dalam kaitannya dengan 
tawuran, sebagai salah satu fenomena hukum maka harus diyakini bahwa 
terjadinya tawuran didorong oleh berbagai faktor yang bukan hanya 
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bersumber dari keadaan dan penanaman nilai awal dalam keluarga bagi 
seorang anak, kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan pelaku 
tawuran tersebut. Dalam kaitan tentang peranan keluarga dan sistem 
pendidikan dalam suatu masyarakat, maka Parsons (Rosemary Hunter 
et.al, ibid: 81-82) menyatakan bahwa:43 
“..The family and the education system were particularly important 
aspect of this process, and played an important part in shaping the 
attitudes and outlook of individuals so that they conformed to the 
established expectations and valued of society. 
 
Olehnya itu, baik hukum maupun sub-subsistem lain yang ada di 
dalam masyarakat yang tidak dapat dan tidak mungkin dilihat secara 
masing-masing otonom, melainkan harus dilihat sebagai suatu 
keseluruhan. Hal ini jelas dikemukakan oleh Talcott Parsons (Rosemary 
Hunter et.al, ibid: 80) bahwa:44 
“.. A social of action, like a biological organismhad needs which had 
to be met to ensure survival, and parts which function to meet the needs, 
hence the label „functionalist‟. The different parts (the family, schools, 
hospitals, religion, etc) could be examined on their own, but the function of 
each part could only be understood in relation to the others, when the 
system was seen a whole. Social life was a structure of different parts, 
hence the label „structuralist‟..”.   
 
G. Prostitusi dalam Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri, 
prostitusi diatur pada Pasal 296 KUHP yang berbunyi: 
 “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan 
perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan 
menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan 
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Ibid. hlm. 56. 
44
Ibid. 
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pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana 
denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” 
  
R. Soesilo45 mengatakan bahwa pasal ini untuk memberantas orang-
orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran. 
Supaya dapat dihukum berdasarkan pasal ini, harus dibuktikan bahwa 
perbuatan itu menjadi “pencaharian” (dengan pembayaran) atau 
“kebiasaannya” (lebih dari satu kali). 
Yang dimaksud perbuatan cabul itu sendiri, merujuk kepada 
penjelasan R. Soesilo mengenai Pasal 289 KUHP, yaitu segala perbuatan 
yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, 
semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, seperti cium-ciuman, 
meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan 
sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian perbuatan 
cabul. 
Lebih lanjut dikatakan bahwa yang dapat dikenakan Pasal 296 
KUHP misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya kepada 
perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan 
nafsu kelaminnya). Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. Maka 
sanksi bagi pemilik rumah yang menjadikan rumahnya sebagai tempat 
prostitusi untuk perbuatan pelacuran dengan membuatnya sebagai 
pencaharian, maka pemiliknya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan 
Pasal 296 KUHP. 
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R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia. hlm. 217. 
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Penyediaan pekerja seks komersial atau pelacur itu sendiri pada 
dasarnya melanggar kesusilaan. Karena itu, pemilik pub atau bar dilarang 
menyediakan pekerja seks komersial. Jadi, ketentuan KUHP hanya dapat 
digunakan untuk menjerat penyedia tempat untuk. 
Namun demikian, ada yang perlu dicermati di sini adalah bahwa arti 
prostitusi adalah pemanfaatan seseorang dalam aktifitas seks untuk suatu 
imbalan. Dari sini kita bisa lihat dua kemungkinan, yakni apakah orang 
yang melakukan pelacuran tersebut melakukannya tanpa paksaan atau 
tidak dengan paksaan. Apabila kegiatan melacur tersebut dilakukan tanpa 
paksaan, maka pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan perda daerah 
setempat. 
 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada 
satupun pasal yang mengatur secara khusus tentang pelacuran atau 
wanita pelacur, padahal di dalam hukum pidana terdapat asas legalitas 
yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan “Tiada 
suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas aturan pidana dalam 
perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.” 
Hal ini berarti segala perbuatan yang belum diatur di dalam undang-
undang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Jadi, belum tentu semua 
perbuatan melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi 
pidana. Namun, Moeljatno46 mengartikan pelacuran tidak dijadikan 
larangan dalam hukum pidana, janganlah diartikan bahwa pelacuran itu 
                                                             
46
 Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 86. 
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tidak dianggap merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dicari 
rumusan hukum atau peraturan yang tepat menindak aktivitas pelacuran, 
yang selama ini dalam praktik dapat dilaksanakan oleh penegak hukum. 
Ketentuan Pasal 296 KUHP tersebut mengatur perbuatan atau 
wanita yang melacurkan diri tidak dilarang oleh undang-undang, 
sedangkan yang bisa dikenakan pasal ini adalah orang-orang yang 
menyediakan tempat kepada laki-laki dan perempuan untuk melacur, dan 
agar dapat dihukum perbuatan itu harus dilakukan untuk mata 
pencaharian atau karena kebiasaannya. 
Sementara itu, orang yang tidak masuk dalam ketentuan Pasal 296 
KUHP ini adalah orang yang menyewakan rumah atau kamarnya kepada 
perempuan atau laki-laki yang kebetulan pelacur, dikarenakan tidak ada 
maksudnya sama sekali untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan 
cabul, ia sebab hanya menyewa-kan rumah dan bukan merupakan mata 
pencaharian yang tetap. 
Pasal 297 KUHP menyebutkan bahwa perdagangan wanita dan 
perdagangan laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana 
penjara paling lama enam tahun. Perdagangan wanita ini harus diartikan 
sebagai semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan 
seorang perempuan dalam keadaan ber-gantung kepada kemauan orang 
lain yang ingin menguasai perempuan itu untuk disuruh melakukan 
perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ketiga. Perbuatan perdagangan 
wanita harus bertujuan untuk menyerahkan wanita ke dalam kancah 
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pelacuran tidak hanya mengenai wanita pelacur, tetapi wanita yang sudah 
menjadi pelacur pun dapat juga menjadi objek perbuatan perdagangan 
wanita. 
Pasal 506 KUHP menyebutkan barang siapa menarik keuntungan 
dari perbuatan cabul dari seorang wanita dan menjadikan sebagai mata 
pencaharian, diancam dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun. 
Orang yang menarik keuntungan dari perbuatan tersebut dan 
menjadikannya sebagai mata pencaharian sering disebut mucikari. 
Mucikari yaitu makelar cabul artinya seorang laki-laki yang kehidupannya 
dibayar oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengannya dalam 
tempat pelacuran, yang menolong mencarikan para pelanggan, dari hasil 
itu ia mendapat bagiannya. Pada umumnya mucikari ini di samping 
menjadi perantara (calo) untuk mempertemukan pelacur dan 
pelanggannya, juga berperan sebagai “kekasih atau pelindung” para 
wanita pelacur itu. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam upaya mengumpulkan bahan guna penyelesaian skripsi ini, 
maka penulis akan melakukan penelitian dan mengumpulkan data dengan 
lokasi penelitian di Kota Makassar. Penulis memilih Kota Makassar 
sebagai tempat penelitian, mengingat karena di daerah ini terdapat 
beberapa tempat yang dikenal dengan tempat yang diduga banyak 
terjadinya praktik prostitusi. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini 
terdiri atas dua jenis data, yaitu: 
a. Data primer 
Data primer adalah data dan informasi yang diperoleh langsung 
dalam bentuk wawancara dengan Dinas Sosial Kota Makassar, 
Satuan Polisi Pamong Praja Makassar, Polisi Resort Kota Besar 
Makassar dan Panti Sosial Karya Wanita Mappadeceng. 
b. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 
langsung oleh peneliti melalui literatur, peraturan perundang-
undangan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian 
ini. 
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C. Populasi dan Sampel 
Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian.Populasiadalah 
setiap subjek yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Populasi 
dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Makassar, Satuan Polisi 
Pamong Praja Makassar, Polisi Resort Kota Besar Makassar dan Panti 
Sosial Karya Wanita Mappadeceng, pelaku prostitusi di Kota Makassar, 
dan masyarakat di Kota Makassar. 
Sedangkan sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti 
atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi.Sampel 
dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah di Kota Makassar dari Dinas 
Sosial sebanyak 3 orang, aparat Satpol Pamong Praja sebanyak 3 orang, 
pihak kepolisian sebanyak 3 orang, pelaku prostitusi sebanyak 10 orang, 
petugas panti penampungan WTS sebanyak 2 orang, dan masyarakat 
setempat sebanyak 5 orang. Dengan demikian, maka total sampel 
sekaligus responden dalam penelitian ini adalah berjumlah 26 orang. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Sebagaimana halnya penulisan suatu karya ilmiah haruslah 
menggunakan satu atau beberapa metode atau teknik yang digunakan 
dalam mengumpulkan data dan teknik yang digunakan dalam 
mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan penunjang dalam 
penulisan karya tersebut. Teknik  pengumpulan  data  dalam  kajian  ini  
akan menggunakan beberapa metode, yaitu: 
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1. Penelitian Pustaka (Library Research) 
Dalam melakukan penelitian kepustakaan (library research), 
penulis menelaah, mengkaji literatur-literatur, buku-buku, karangan-
karangan ilmiah hukum, peraturan perundang-undangan, serta 
berbagai informasi lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian lapangan (field research) dilakukan dengan teknik 
pengumpulan data secara langsung di lokasi penelitian dan 
menggunakan instrumen: 
a. Observasi (observation), yaitu pengamatan yang dilakukan 
secara langsung terhadap obyek permasalahan yang 
sedang diteliti yaitu para pelaku prostitusi dan tempat-
tempat yang diduga sebagai tempat praktik prostitusi. 
b. Wawancara (interview), yaitu teknik pengumpulan data 
dalam bentuk tanya jawab yang akan dilakukan secara 
langsung kepada responden. 
 
E. Analisis Data 
Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun sekunder 
akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku 
dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan 
teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu 
dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan 
yang terkait dengan penulisan skripsi ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Tentang Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar 
Sebagai gambaran dan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut, 
terlebih dahulu penulis memaparkan mengenai lima hal yaitu tempat 
prostitusi, waktu terjadinya prostitusi, siapa pelaku prostitusi, modus 
dilakukannya, dan faktor yang melatarbelakangi prostitusi berdasarkan 
hasil wawancara penulis dengan 10 orang pelaku prostitusi yang berada 
di Kota Makassar: 
1. Pelaku prostitusi 
Berkenaan dengan individu pelaku prostitusi ini, maka 
diklasifikasikan berdasarkan status mereka sebagai pelajar atau 
sudah mempunyai pekerjaan tetap. 
Tabel 1: Status Pelaku Prostitusi 
No Status Jumlah 
1 SMA 2 
2 Mahasiswa 4 
3 Punya pekerjaan 1 
4 Pengangguran 3 
Jumlah 10 
Sumber Data: Hasil wawancara dengan pelaku prositusi 18-22 Agustus 2014 di 
Tempat Hiburan Malam di Jalan Penghibur, Kota Makassar. 
 
Dari data tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa ada 2 orang 
pelakunya yang merupakan pelajar SMA, selanjutnya ada 4 orang 
yang sementara berkuliah di perguruan tinggi, lalu ada 2 orang 
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pelakunya yang sudah mempunyai pekerjaan di luar pekerjaannya di 
bidang prostitusi tersebut, sedangkan sisanya 1 orang itu adalah 
pengangguran tidak mempunyai pekerjaan ataupun tidak kuliah.Ini 
menunjukkan bahwa para pelaku itu didominasi oleh kalangan 
pelajar dalam artian masih berusia muda, sehingga dapat dikatakan 
bahwa pelaku yang masih berusia muda ini masih mempunyai orang 
tua yang dapat membiayai pendidikan mereka, namun justru tanpa 
sepengetahuan orang tuanya, mereka memiliki mata pencaharian 
lain yang justru jatuh ke dunia prostitusi. 
2. Tempat praktik prostitusi 
Di wilayah kota Makassar ini, tempat-tempat yang biasanya 
digunakan praktik prostitusi di kota Makassar adalah hotel dan juga 
tempat hiburan malam, serta panti pijat, tidak menutup kemungkinan  
masih banyak tempat yang lain yang bisa jadi tempat 
berlangsungnya praktik tersebut, namun dalam hal ini penulis hanya 
memasukkan informasi berdasarkan pengakuan sumber yang sudah 
diwawancarai. 
Tabel 2: Tempat praktik prostitusi 
No Jenis Tempat Jumlah 
1 Hotel 4 
2 Tempat hiburan malam 3 
3 Panti Pijat 3 
Jumlah 10 
Sumber Data: Hasil wawancara dengan pelaku prositusi 18-22 Agustus 2014 di 
Tempat Hiburan Malam di Jalan Penghibur, Kota Makassar. 
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Lokasi pelacuran di Kota Makassar tersebar di beberapa tempat 
yang diantaranya adalah THM (Tempat Hiburan Malam) salah satunya di 
sebuah tempat karaoke yang bernama Nusa Dua. Namun di dalam tabel 2 
di atas menunjukkan bahwa para pelaku lebih nyaman melakukan 
aktivitas seksnya di dalam hotel ketimbang di tempat hiburan malam, 
karena di hotel perbuatan mereka akan sulit diketahui oleh aparat 
kepolisian. Maka solusi yang harus dilakukan oleh pemilik hotel tersebut 
adalah dengan cara memperketat pemeriksaan terhadap identitas tamu 
yang akan masuk di hotel. 
3. Waktu Prostitusi 
Dapat dipastikan bahwa praktek-praktek prostitusi umumnya 
hanya dilangsungkan pada malam hari terutama yang terjadi di hotel-
hotel dan tempat hiburan malam, kecuali yang dilakukan panti-panti 
pijat yang terkadang tidak mengenal waktu atau menuruti kemauan 
konsumen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut: 
 Tabel 3: Waktu Prostitusi 
No Waktu Jumlah 
1 Malam hari 7 
2 Siang hari 3 
Jumlah 10 
Sumber Data: Hasil wawancara dengan pelaku prositusi 18-22 Agustus 2014 di 
Tempat Hiburan Malam di Jalan Penghibur, Kota Makassar. 
 
Dari data yang tertera pada tabel 3 di atas, menunjukkan 
bahwa kebanyakan waktu-waktu yang seringkali digunakan untuk 
ajang prostitusi tersebut adalah pada malam hari, terutama yang 
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dilakukan di hotel dan tempat hiburan malam, sedangkan yang 
dilakukan pada siang hari itu terjadi di panti pijat. Ini menunjukkan 
bahwa praktik prostitusi tersebut lebih banyak dilakukan pada waktu 
malam hari disebabkan malam hari lebih banyak waktu luang untuk 
beraktivitas sehingga para pelaku prostitusi tersebut dapat lebih 
leluasa menghabiskan waktu malamnya dengan mencari nafkah 
sembari melampiaskan nafsu seksnya. Dibandingkan jika dilakukan 
di siang hari maka itu akan mengganggu jam kerja pelaku prostitusi 
di tempat kerjanya dan sementara bertepatan dengan waktu sekolah 
atau kuliah bagi yang masih menjalani masa pendidikan. 
4. Motif dalam Praktik Prostitusi 
Penulis mewawancarai seorang germo wanita bernama Ita 
(nama samaran),47 berkenaan dengan modus dilakukannya praktik 
prostitusi ini secara umum kronologisnya dipaparkan sebagai berikut: 
a) Motif dengan menggunakan perantara 
Antara konsumen yang umumnya seorang berduit, 
mereka menghubungi germo melalui handphone untuk 
dicarikan seorang wanita pelacur, kemudian langsung 
mengadakan pertemuan di tempat yang telah ditentukan oleh 
konsumen. Setelah melakukan hubungan seksual, konsumen 
membayar sebagaimana disepakati di awal transaksinya 
dengan germo. Harga beragam mulai Rp. 500.000 hingga Rp. 
                                                             
47 Hasil wawancara pada tanggal 19 Agustus 2014, pukul 23.30 WITA, di Jalan Penghibur, 
Makassar. 
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1.000.000 sekali pakai. Namun jika konsumen menginginkan 
lebih atau disewa dalam jangka waktu 24 jam maka angkanya 
akan mencapai Rp. 2.000.000 hingga Rp. 5.000.000. 
b) Motif tanpa perantara 
Dengan hanya berbekal info mulut ke mulut, apalagi 
dengan kemajuan teknologi sekarang menjadi salah satu 
penunjang semakin maraknya bisnis ini, karena pelanggan 
dengan mudah dapat mengakses dan mendapatkan pilihan 
sesuai dengan selera, informasi tentang profil pelacur dapat 
dengan mudah didapatkan. Seperti misalnya di media sosial  
banyak ditemukan makelar PSK (Pekerja Seks Komersial) yang 
menawarkan PSK. Mereka hanya menawarkan foto-foto PSK. 
Jika sepakat dengan harganya, PSK akan dikirim ke lokasi 
tempat kencan yang disepakati. Praktik semacam ini dinilai 
lebih aman meskipun secara tarif sedikit lebih mahal. Biasanya 
konsumen langsung mendatangi kediaman pelacur yang 
bersangkutan lalu membawanya ke sebuah tempat yang telah 
disepakati dengan konsumen. 
5. Faktor Penyebab Menjadi Pelacur 
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bahwa terhadap 
praktik prostitusi banyak faktor yang kemungkinan menjadi penyebab 
yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan perbuatan 
menyimpang, dalam hal ini menurut Kartini Kartono ada 22 faktor 
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yang melatarbelakangi pelacuran pada wanita, namun berdasarkan 
hasil wawancara, penulis hanya mengambil 3 faktor saja yaitu 
a) Faktor tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, dan pertimbangan-
pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan 
hidupnya.48 
Kebanyakan dari motif yang melatarbelakangi pelacur terjun 
ke dalam dunia prostitusi adalah motif ekonomi, tidak sedikit dari 
mereka menjadikan profesi ini sebagai sumber penghasilan 
ekonomi mereka, adalah Mita49 dia menjadi seorang pelacur 
karena tuntutan ekonomi, karena berasal dari keluarga miskin. 
Mita akhirnya menjadi seorang pelacur untuk membiayai anak-
anaknya dan kebutuhan rumah tangganya, sedangkan suaminya 
hanya berprofesi sebagai tukang ojek. Mita mengatakan bahwa 
dalam hal pencarian pelanggan atau kliennya dia melibatkan 
seorang rekannya yang juga seprofesi dengan dia namun dia 
lebih senior dibandingkan Mita. Tarif yang dibayar biasanya 
hanya berkisar antara Rp. 50.000 hingga Rp. 300.000. 
b) Faktor ajakan teman-teman sekampung atau sekota yang 
sudah terjun terlebih dahulu dalam dunia pelacuran.
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Kebanyakan dari motif yang melatarbelakangi pelacur 
terjun ke dalam dunia prostitusi adalah motif lingkungan, tidak 
                                                             
48 Kartini Kartono , Opcit., hlm. 245. 
49 Hasil wawancara pada tanggal 19 Agustus 2014, pukul 23.30 WITA, di Jalan Nusantara, 
Makassar. 
50 Kartini Kartono, Op.cit. hlm. 245. 
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sedikit dari mereka yang terjun ke dunia prostitusi akibat dari 
lingkungan. Lingkungan masyarakat di sekitar menjadi 
pendukung bagi para wanita terutama bagi yang muda jiwanya 
sehingga mereka melakukan prostitusi tersebut. Dari hasil 
wawancara dengan beberapa orang yang terlibat dalam 
prostitusi sebagian menuturkan bahwa alasan mereka menjadi 
pelacur adalah kondisi lingkungan. 
Manusia sebagai makhluk individu, tidak akan terlepas dari 
pengaruh lingkungan sekitarnya, seperti halnya dengan Wati51 
(nama disamarkan), seorang pelajar SMA, mengatakan bahwa 
dia menjadi seorang pelacur karena ingin bergaya hidup mewah 
seperti teman-teman sekolahnya. Sehingga dia terbujuk oleh 
ajakan teman-temannya yang berprofesi sebagai pelacur untuk 
menjadi pelacur juga. Wati merasa tergiur oleh teman-temannya 
yang sudah terjun terlebih dahulu ke dunia prostitusi yang sudah 
berkehidupan mewah dan segala kebutuhan mereka terpenuhi. 
Wati mendapatkan pelanggan dari seorang germo.  
Dari hasil penjualan jasa tersebut, germo tersebut 
mendapatkan bayaran. Bayaran ini di luar biaya transportasi, 
makan, dan penginapan. Tarif yang ditawarkan sebesar Rp. 
500.000 sampai dengan Rp. 1.000.000, sedangkan untuk 
                                                             
51 Hasil wawancara pada tanggal 19 Agustus 2014, pukul 23.50 WITA, di Nusantara, 
Makassar. 
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pelacur yang masih baru atau yang biasanya dikenal dengan 
istilah perawan bisa mencapai Rp. 5.000.000 ke atas. 
c) Faktor adanya nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak 
terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan seks. 
Hysteris52 dan hyperseks, sehingga tidak merasa puas 
mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami.53 
Susi54, seorang mahasiswi salah satu sekolah tinggi di Kota 
Makassar, mengatakan bahwa dirinya menjadi pelacur karena 
mendapat kepuasan. Susi mengakui dirinya merupakan 
perempuan yang hiperseks sejak SMA, dengan terjunnya dia ke 
dunia prostitusi maka tersalur pula hasratnya untuk melakukan 
hubungan seks. Dalam hal mencari pelanggan. Susi 
menyebarkan nomor telponnya ke supir taksi. Susi tidak mau 
menggunakan jasa germo karena jika dia melakukannya maka 
pendapatannya akan dibagi dua dan otomatis pendapatanya 
akan berkurang dibandingkan jika dia mencari sendiri 
pelanggannya. Tarif yang dibayarkan kepada Susi itu mulai dari 
Rp. 500.000 hingga Rp. 900.000. 
 
 
                                                             
52
 Gangguan mental yang timbul dari kecemasan intens. Histeria adalah gangguan 
mental yang timbul dari kecemasan intens 
53
 Kartini Kartono, Op.cit. hlm. 245 
54
 Hasil wawancara pada tanggal 19 Agustus 2014, pukul 23.50 WITA, di 
Nusantara, Makassar. 
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B. Faktor yang Mempengaruhi Keberadaan Kegiatan Prostitusi di 
Kota Makassar 
 
Bisnis di dunia prostitusi memang sangat berliku-liku dengan peran 
penting seorang germo ini maka pola bisnisnya ini akan sulit untuk 
dideteksi oleh pihak luar. Selain dengan semakin canggihnya 
perkembangan teknologi sekarang, dari hasil wawancara dengan seorang 
germo55 bahwa dalam bisnis ini dia telah merekrut perempuan-perempuan 
dari kampung halamannya di sekitar Bulukumba dan Sinjai, para 
perempuan tersebut tertarik bekerja dengannya karena melihat 
keberhasilannya yang tidak pernah tertangkap oleh polisi, harga ini diluar 
transportasi makan dan penginapan, sedangkan bagi pelanggan uang 
memberikan tips atau bonus kepada pelacur karena pelayanannya yang 
diberikan kepadanya memuaskan, maka dalam hal ini germo tidak 
meminta bonus tersebut. 
Praktik prostitusi khususnya perempuan dijadikan objek pelacuran di 
tingkat lokal, jauh lebih besar bila dibandingkan dengan praktik yang sama 
yang bersifat lintas daerah. Di permukaan memang terkesan seperti 
protitusi biasa, tetapi mengingat transaksi seksual itu selalu melibatkan 
pihak ketiga selaku perantara, maka kasus-kasus tersebut bisa 
dikategorikan sebagai bentuk perdagangan orang, demikian pernyataan 
AKP Rezki Yospia56, mantan Penyidik di Satreskrim Polrestabes Kota 
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Makassar, dia menambahkan jika pelacuran tersebut dilakukan atas 
inisiatif sendiri atau kemauan si perempuan, tanpa melibatkan orang lain 
sebagai pihak ketiga, maka itu didefinisikan sebagai prostitusi biasa. 
Mereka awalnya mungkin ada yang hanya iseng karena kebutuhan 
keluarga atau gaya hidup, tetapi lama kelamaan mereka akan 
dimanfaatkan orang lain untuk menjadi pihak ketiga untuk 
diperdagangkan. 
Setelah penulis meneliti faktor yang mempengaruhi keberadaan 
prostitusi di Kota Makassar, maka penulis menghubungkannya dengan 
teori dari Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 
penegakan hukum atau keektifan hukum tersebut yaitu, faktor hukum dan 
undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor 
masyarakat, dan faktor budaya57. Namun penulis berpendapat bahwa 
faktor yang paling berpengaruh adalah faktor penegak hukum dan faktor 
budaya hukum. 
1. Faktor penegak hukum 
Penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak 
kepolisian. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan 
tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan 
menimbulkan efek pada sistem penegakan hukum. Aturan yang 
sudah baik tapi tidak didukung oleh aparat kepolisian maka cukup 
sulit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun yang terjadi 
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kenyataannya tidak seperti itu, pihak kepolisian tidak maksimal 
dalam menindaki praktik prostitusi tersebut, pihak kepolisian di Kota 
Makassar memang sangat rajin turun melakukan razia di daerah 
Makassar bagian Barat, namun di Makassar bagian timur pihak 
kepolisian belum berhasil melakukan penyisiran tempat prostitusi 
yang berada di Kawasan Industri Makassar (KIMA). Pasalnya, 
tempat prostitusi yang berada dikawasan itu, seakan akan dibiarkan 
aparat kepolisian setempat. 
Menurut Rival,58 seorang warga yang berhasil penulis temui, 
prostitusi yang berada di kawasan KIMA itu sudah dua tahun. Namun 
ia juga menjadi heran, petugas kepolisian seakan-akan tutup mata. 
“Bayangkan wanita penghibur itu bisa melayani 10 orang dalam 
sehari dengan bayaran bervariasi antara Rp.80.000 hingga 100.000, 
Bayangkan, wanita penghibur ini bekerja sama dengan sejumlah 
tukang ojek untuk mencarikan mangsa. Bahkan wanita-wanita 
penjaja seks ini tidak sungkan-sungkan menyewa tukang ojek mulai 
Pukul 20:00 WITA hingga pukul 00:00 WITA dengan bayaran 
Rp.100.000.” katanya. 
Rival menjelaskan, wanita pelaku prostitusi tersebut itu juga 
pada saat melakukan sepakat dengan tamu yang digaet, harus 
menggunakan kamar yang telah disediakan oleh sang mucikari.Jadi 
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Regional Daya, Makassar.  
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operasional tempat mesum ini selama 2 tahun berjalan lancar tanpa 
adanya gangguan dari aparat hukum dan pemerintah setempat. 
Kapolsek Biringkanaya AKP Aziz Yunus59 mengatakan bahwa 
sering mendapat keluhan dari masyarakat mengenai adanya praktik 
prostitusi di wilayah hukumnya, namun ketika tim sudah diturunkan 
untuk menuntaskan permasalahan tersebut, hasilnya nihil ketika tiba 
di lapangan dan tidak pernah sekalipun dapat menjeret pelakunya. 
Beliau menambahkan bahwa timnya baru bergerak jika adanya 
laporan dari masyarakat, karena sepengetahuannya tidak pernah 
mencurigai adanya tempat prostitusi di wilayah tersebut jika belum 
menemukan bukti yang nyata. 
2. Faktor Budaya Hukum 
Budaya hukum di masyarakat masih memandang perempuan 
sebagai obyek yang harus diatur, dikekang dan dibatasi geraknya di 
ruang publik. Menurut Rosmiati Sain,60 Direktur Lembaga Bantuan 
Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), 
kata pelacur dan prostitusi di masyarakat selalu diarahkan kepada 
perempuan, muncullah istilah WTS (Wanita Tuna Susila), bukan PTS 
(Pria Tuna Susila), padahal perempuan dan laki-laki pelacur kedua-
duanya sama-sama tuna susila, dan sama-sama berdosa di hadapan 
Tuhan. 
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 Hasil wawancara pada tanggal 26 Agustus 2014, pukul 13.30 WITA, di Kantor 
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Realitas di masyarakat membuktikan bahwa upaya-upaya 
untuk mengeliminasi prostitusi dan perbuatan maksiat lainnya selalu 
mendiskriminasikan perempuan. Seolah-olah perempuanlah 
penyebab utama munculnya perbuatan maksiat tersebut, padahal 
sejumlah penelitian tentang prostitusi mengungkapkan ada sejumlah 
elemen di masyarakat yang diuntungkan oleh praktek prostitusi. 
Mereka itu diantaranya para calo, germo, petugas keamanan, 
pedagang makanan dan minuman, supir-supir taksi, terutama adalah 
para pengguna atau pelanggan yang notabene adalah laki-laki. 
Karena itu, semua upaya penghapusan prostitusi harus memangkas 
semua elemen yang mengambil keuntungan dari praktek prostitusi, 
bukan hanya dengan melakukan razia terhadap perempuan yang 
terlibat prostitusi. 
 
C. Model Penanganan Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar 
Semakin maraknya praktik prostitusi di Kota Makassar, tentunya 
pemerintah kota khususnya aparat terkait seperti pihak kepolisian, Satuan 
Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial tidak tutup mata terhadap 
fenomena sosial yang semakin menajamur tersebut. Berdasarkan data 
Dinas Sosial Kota Makassar dalam rentang beberapa tahun terakhir, 
upaya yang dilakukan untuk menjaring PSK dan germo cukup intensif, 
meskipun di tahun berikutnya tetap juga ada yang terjaring. 
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Tabel 4: Razia Dinas Sosial Kota Makassar (Data Tahun 2011-2013) 
No. Tahun Razia 
Jumlah yang terjaring 
PSK Germo 
1 2011 196 2 
2 2012 450 - 
3 2013 300 5 
Total 946 7 
Sumber Data: Dinas Sosial Kota Makassar tahun 2011-2013 
Upaya penanganan untuk mengatasi prostitusi di Kota Makassar 
telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam 
hal ini Dinas Sosial Kota Makassar yang bekerja sama dengan pihak-
pihak terkait seperti bekerja sama dengan pihak Kepolisian Kota 
Makassar dan masyarakat pada umumnya. Adapun upaya yang dilakukan 
oleh masing-masing aparat pemerintah yang terkait adalah sebagai 
berikut: 
1. Dinas Sosial Kota Makassar dan Satuan Polisi Pamong Praja 
Kota Makassar 
Upaya penanganan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial 
Kota Makassar dan Satuan Polisi Pamong PrajaKota Makassar yang 
saling bekerjasama. Dalam usaha penanganan ini dilakukan 
tindakan mempersempit ruang gerak, mengurangi, dan memperkecil 
pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya. Berikut hasil 
wawancara penulis dengan Bagian Rehabilitasi Sosial Seksi WTS 
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Dinas Sosial Makassar, Arman Baso,61 mengenai langkah-langkah 
yang dilakukan dalam menangani prostitusi: 
a) Melakukan penggerebekan. Hal ini terbukti dalam kurun 
waktu beberapa tahun terakhir banyaknya ditemukan para 
pelacur yang biasanya berdiri di pinggir jalan. 
b) Melaksanakan razia-razia atau penangkapan kepada 
pelakuprostitusi ke tempat-tempat yang dianggap rawan 
praktek prostitusi, 
c) Menampung para pelacur ditampung di tempat-tempat jauh 
di luar kotadengan pengawasan dan perawatan serta 
diberikanpenerangan-penerangan agama atau pendidikan, 
d) Melakukan rehabilitasi dalam asrama-asrama dimana para 
pelacur yangtertangkap diseleksi, yang dianggap masih 
dapat diperbaiki,mereka dididik dalam keterampilan, agama 
dan lain-laindipersiapkan untuk dapat kembali ke 
masyarakat sebagai warga yang baik kembali. 
2. Polrestabes Makassar 
Dalam hal penanganan praktik prostitusi, polisi sebagai 
penegak hukum yang umumnya menegakkan hukum pidana dalam 
menanggulangi praktik prostitusi. Dalam hal ini upaya yang dilakukan 
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oleh Polrestabes Makassar adalah berdasarkan hasil wawancara 
dengan Kasubag Hukum Polrestabes Makassar, Kompol Burhan62: 
a. terhadap PSK yang terjaring, selanjutnya akan dibawa ke 
kantor polisi untuk didata dan dimintai keterangan, lalu 
selanjutnya diserahkan kepada Dinas Sosial untuk 
mendapatkan pengarahan lanjutan. 
b. Melakukan patroli rutin maksudnya adalah pemantauan 
secara langsung terhadap obyek-obyek yang diduga rawan, 
dalam hal ini ditengarai adanya praktek prostitusi. Patroli 
biasanya dilakukan secara rutin dan berkala, terutama hari-
hari yang potensi dilakukannya prostitusi seperti sabtu 
malam ataupun minggu malam, namun dalam hal ini 
biasanya dilakukan bersamaan dengan operasi narkoba. 
Kompol Burhan menambahkan dalam patroli ini pihak 
kepolisian menugaskan anggota satuan reskrim dengan 
menyamar sebagai pengunjung, sangat jarang bahkan 
hampir tidak pernah memakai seragam kepolisian. 
Oleh karena itu yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian 
hanya melakukan patroli secara mendadak dalam artian 
bahwa kegiatan patroli yang dilakukan tersebut adalah 
sebagai upaya penanggulangan semata. Dan biasanya 
pihak pengelola lebih lihai dalam menyiasati kehadiran 
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petugas. Jika ada laporan, biasanya pihak kepolisian 
segera menindaklanjuti dengan penugasan terhadap 
anggota untuk melakukan pengecekan dan permintaan 
keterangan pihak hotel,  tapi selama ini belum pernah 
terbukti setiap laporan itu ternyata hanya dugaan-dugaan 
saja, sebab ternyata setelah diadakan investigasi tidak 
terbukti adanya prostitusi. 
c. Melakukan tindakan persuasif dengan meminta keterangan 
para pengelola hotel atas adanya laporan atau pengaduan 
serta indikasi adanya praktek prostitusi. Langkah ini 
dilakukan dengan penuh hati-hati. Tindakan tersebut belum 
bisa dikategorikan penyelidikan ataupun penyidikan. 
Sementara itu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala 
PPSKW Mattirodeceng Makassar, Dra. Hj. A. Tenriola63, beliau 
memberikan gambaran penanganan para wanita tuna susila dan germo 
wanita hasil tangkapan razia tim dari Dinsos dengan dasar hukum 
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34; Undang-
Undang RI Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Kesejahteraan Sosial; dan Peraturan Menteri Sosial RI 
Nomor59/HUK/2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di 
Lingkungan Departemen Sosial.  Bentuk penanganannya itu sebagai 
berikut: 
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Tabel 5: Proses Pelayanan dan Rehabilitasi pada PPSKW 
Mattirodeceng Makassar 
 
I Sasaran 
Masyarakat penyandang 
masalah tunasosial seperti: 
a) WTS,  
b) Germo,  
c) Waria Tuna Susila, dan 
d) Wanita Trafficking 
II Pendekatan Awal  
a) Orientasi dan Konsultasi 
b) Motivasi 
c) Identifikasi 
d) Seleksi 
III Penyantunan 
a) Registrasi 
b) Assisment 
c) Penempatan 
IV Rehabilitasi Sosial 
a) Bimbingan Fisik 
b) Bimbingan Mental 
c) Bimbingan Sosial 
d) Bimbingan Keterampilan 
Kerja 
V Resosialisasi 
a) Pemantapan 
b) Magang 
c) Bimbingan Usaha 
d) Bimbingan Penyaluran 
e) Evaluasi 
VI Penyaluran 
a) Kembali Berkeluarga 
b) Bekerja Sebagai PRT 
c) Rujuk dengan Suami 
d) Usaha Mandiri 
e) Kesektor usaha 
Dikawinkan 
VII Bimbingan Lanjut 
a) Bimbingan pemantapan 
usaha kerja 
b) Bimbingan pengembangan 
usaha 
c) Monitoring Berkala 
VIII Terminasi 
a) Berfungsi Sosial 
b) Usaha Mandiri 
Sumber Data: Panti Sosial Karya Wanita Mattirodeceng Makassar Tahun 2014 
61 
 
 
Berdasarkan data yang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis 
berkesimpulan bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani 
prostitusi di Kota Makassar belum memberikan hasil yang maksimal, hal 
ini terlihat dengan masih banyaknya kasus pelacuran yang terjadi itu 
karena tidak adanya kesadaran dari para pelacur dan pengguna jasa 
mereka. 
Sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat 
untuk menanggulangi masalah prostitusitetapi dalam kenyataannya 
prostitusi masih marak dilakukan selama tidak ada solusi pemecahan 
persoalanpelacuran yang tepat, maka upaya-upaya yang telahdan akan 
ditempuh ibaratnya seperti meremas sebuahbalon, di mana bagian yang 
ditekan akan cenderungtenggelam dan tidak tampak, akan tetapi bagian 
yanglain akan menonjol lebih besar 
Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghapuskan prostitusi 
tersebut, tetapi tetap saja ada dan tidak dapat dihilangkan. Menurut 
penuturan Kepala Satuan Hukum Satpol PP Makasssar, Manai Sofyan64, 
berbagai upaya telah dilakukan bahkan dengan bekerjasama dengan 
pihak lain namun prostitusi itu sangat sulit dihilangkan dari dunia ini, 
mengingat praktik tersebut sama tuanya dengan kehidupan manusia 
sendiri artinya sama usianya dengan bumi ini. 
Pada kenyataaanya para pelacur yang telah diberi pembinaan, 
pelatihan keterampilan dan modal untuk membuka usahanya, akan 
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kembali pekerjaannya semula yaitu pelacur, ini disebabkan karena lebih 
gampang mencari uang dalam jumlah yang besar dalam waktu yang 
singkat jika dia berada dalam bisnis haram tersebut. 
Sedangkan Kartini Kartono65, menjelaskan secara garis besar usaha 
untuk mengatasi masalah tuna susila ini dapat dibagi mejadi dua, yaitu: 
1) Usaha yang bersifat preventif; diwujudkan dalam kegiatan-
kegiatan untuk mencegah terjadinya pelacuran. Usaha ini antara 
lain berupa: 
a) penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan 
atau pengaturan  penyelenggaraan pelacuran. 
b) pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk 
memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma 
kesusilaan. 
c) memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, diseseuaikan 
dengan kodrat dan  bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji 
yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap 
harinya. 
d) penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai 
perkawinan dalam kehidupan keluarga 
2. Usaha yang represif dan kuratif; dimaksudkan sebagai 
kegiatan untuk menekan dan usaha menyembuhkan para 
wanita dari ketunasusilaannya untuk kemudian membawa 
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mereka ke  jalan yang benar. Usaha tersebut antara lain 
berupa: 
a) untuk mengurangi pelacuran, diusahakan melalui aktivitas 
rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka bisa 
dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila. 
Rehabilitasi dan resosialisasi ini dilakukan melalui: 
pendidikan moral dan agama, latihan 
b) latihan kerja dan pendidikan keterampilan agara mereka 
bersifat kreatif dan  produktif. 
c) penyempunaan tempat-tempat penampungan bagi para 
wanita tunasusila yang terkena razia; disertai pembinaan 
yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. 
d) menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang 
bersedia meninggalkan profesi  pelacuran dan mau 
memulai hidup susila. 
 
D. Kendala yang Dihadapi dalam Menangani Prostitusi di Kota 
Makassar 
 
Berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Satpol PPuntuk 
menangani atau setidaknya meminimalisir terjadinya praktik prostitusi, 
mulai dari usaha yang bersifat represif, preventif, maupun rehabilitatif 
namun tetap saja dalam tiap tahun selalu saja ada PSK yang terjaring 
dalam razia. 
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Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kabid Penegakan Hukum 
Satpol PP Makassar, Manai Sofyan66, bahwa pihak Satpol PP telah 
melakukan razia yang intensif yang bekerjasama dengan pihak Dinas 
Sosial Kota Makassar, namun karena kendala regulasi yaitu tidak adanya 
peraturan daerah tentang larangan prostitusi, maka Satpol PP hanya 
sebatas melakukan razia berdasarkan pemeliharaan tramtibum dan 
kamtibnas yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat. 
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Satreskrim Polrestabes 
Makassar AKBP Fajaruddin67 bahwa yang menjadi kendala adalah razia 
yang akan dilakukan timnya biasanya sudah diketahui oleh pemilik warung 
atau bar sebelum tim tiba. Warung atau bar sudah dalam keadaan gelap 
gulita begitu petugas tiba di tempat seakan tidak ada aktifitas lagi. 
Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Bagian 
Rehabilitasi Sosial Seksi WTS Dinas Sosial Makassar, Arman Baso68, 
mengatakan bahwa pihaknya hanya sebatas mampu membuat surat 
pernyataan terhadap PSK yang terjaring razia, dan masalah yang bersifat 
rehabilitatif seperti pembinaan keterampilan diserahkan kepada Panti 
Mattirodeceng. Hanya sampai disitu saja kewenangan yang dimiliki oleh 
dinas sosial kota, karena Dinas Sosial Kota Makassar dalam hal ini 
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sebagai pihak yang bertanggung jawab belum memiliki fasilitas panti 
tersendiri, karena selama ini hanya menumpang di panti yang merupakan 
milik dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. 
Arman Baso menambahkan kendala lain yang biasanya dihadapi 
oleh tim yang melakukan razia adalah tempat usaha yang melakukan 
bisnis prostitusi tersebut memiliki izin usaha yang resmi.Tempat usaha 
tersebut banyak berdiri di Jalan Nusantara contohnya adalah Bar Klasik 
dan Bar Madonna. Pemilik tempat usaha tersebut berdalih bahwa mereka 
sudah mendapatkan izin usaha hiburan yang resmi dari Pemkot 
Makassar, dalam hal ini dikeluarkan olehDinas Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif Makassar. Tetapi faktanya adalah izin tersebut telah 
disalahgunakan oleh pengusaha hiburan. Mereka memanfaatkan legalitas 
itu sebagai justifikasi praktik pelacuran.Karena dari tempat usaha mereka 
biasanya praktek prostitusi berawal. Jadi seringkali ketika tim terpadu tiba 
di lokasi terhambat karena ketika melakukan penggerebekan harus 
beradu mulut terlebih dahulu dengan pemilik usaha yang bersikeras 
menghalangi petugas tim terpadu untuk memeriksa warung atau barnya. 
Demikian juga halnya ketika wisma dirazia, pemiliknya langsung 
memperlihatkan surat izin usaha dari Disperindag dan mengusir petugas 
dengan alasan tamunya merasa terganggu dengan razia yang diadakan 
tiba-tiba tersebut. Dan kendala lainnya itu biasanya datang dari internal 
dinas sosial sendiri dikarenakan kurangnya  personil  dan kurangnya biaya 
administrasi di dalam  melaksanakan penertiban para  pelaku  praktek-
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prostitusi sehingga razia yang mereka biasa lakukan itu terkesan kurang 
maksimal dan tidak adanya keseriusan dari personil yang turun ke lokasi. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka 
kesimpulan yang dapat diambil adalah: 
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan prostitusi di Kota 
Makassar adalah faktor penegak hukum yang tidak maksimal dan 
budaya hukum masyarakat yang masih memandang sebelah mata 
terhadap perempuan. 
2. Model penanganan praktik prostitusi di Kota Makassar adalah 
dengan cara melakukan razia dengan cara membentuk tim 
terpadu yang terdiri atas aparat pemerintah dari Dinas Sosial Kota 
Makassar dan Satuan Polisi Pamong Praja Makassar, serta dari 
Polrestabes Makassar. Dan selanjutnya jika dia adalah germo 
maka diserahkan ke pihak kepolisian, sedangkan jika dia pelacur 
maka digiring ke Panti Mattirodeceng. Sementara upaya-upaya 
preventif yang dilakukan antara lain penyempurnaan perundang-
undangan mengenai larangan prostitusi, pemberian pendidikan 
keagamaan dan kerohanian, memperluas lapangan kerja bagi 
kaum wanita, dan penyelenggaraan pendidikan seks dan 
pemahaman nilai perkawinan. 
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B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka 
saran yang dapat diambil adalah: 
1. Untuk mengurangi atau menekan prostitusi maka sebaiknya 
aparat bekerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat 
bersama-sama untuk mengadakan razia di tempat-tempat yang 
dicurigai terjadinya prostitusi. 
2. Untuk meminimalisasi munculnya prostitusi tersebut, seharusnya 
dilakukan dengan melakukan penyempurnaan terhadap Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana yang harus mengatur jelas dan 
tegas terhadap praktik prostitusi tersebut. Sehingga dengan 
begitu, aparat penegak hukum di Kota Makassar dapat dengan 
leluasa menindaki pelaku prostitusi tersebut dengan adanya 
aturan yang jelas sehingga dapat memberantas keberadaan 
praktik prostitusi tersebut. 
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